
3. Undang-Undang Nomor 15 .

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat n dan Kotapraja di

Sumatcra Selatan [Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran NegaraRepubllk tndonesia Nomor 3851);

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Kode Etik Aparat Pengawasan di
Lingkungan lnspektorat Kota Palembang;

berdasarkan pertimbangan sebagaimanab. bahwa

a. bahwa dengan adanya Kode Etik auditor Intern
Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi

Auditor Pemerintah Indonesia (AAlPI), perlu mcncabut

Peraturan Walikota Palembang Nomor 94 Tahun 2011
tentang Kodc Etik Aparat Pengawasandi lingkungan

lnspektorat Kota Palembang karena sudah tidak

sesuai dengan perkembangan keadaan;

WALIKOTAPALEMBANG

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA

PERATURANWALIKOTAPALEMBANG

NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG

TENTANGKODE ETIK APARATPENGAWASAN
DIUNGKUNGANINSPEKTORATKOTAPALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mengingat

Menimbang



MEMUTUSKAN: .

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor66; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahuri 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia

Nomor 5679);
5. Peraturan Pemcrintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 127,
Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia

Nomor4890);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaaan Aparatur

Negara Republik Indonesia Nomor

Per/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat
Pengawas lrrterri Instansi Pemerintah (Bcrita Negara
RepubJikIndonesia Tahun 2016 Nomor 1085);



5<. /}Pasal 3 .
terpisahkan dart Peraturan Walikota ini.

Pasa12
Kode Etik Aparat Pengawasan di Iingkungan Inspektorat menggunakan Kode
EtiI< yang ditcrbitkan oleh Accciaci Auditor Intern Pemerintnh indonesia
sebagaimana tercanturn dalam larnpiran yang merupakan bagian yang tidak

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah KOlaadalah Pemerintah Kota Palcmbang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.

3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.
4. Pengawasan Intern merupakan kegiatan memberikan jaminan

(assurance) dan konsultasi (consulting) yang inctependen dan

objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi
organisasi.

s. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang

selanjutnya disingkat MIPf dibentuk untuk mengemban
amanat Peraturan Pernerintah RepubJik Indonesia Nornor 42
Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pcmerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 lentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pernerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah instansi pemerinlah yang dibentuk

dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan pernerintah pusat danjatau pemerintah daerah.

7. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang

selanjutnya disingkat KE-AIPI disusun sebagai pedoman
perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam mcnjalankan
tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam
mengevaluasi perilaku auditor intern pernerintah.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOOE ETIK APARAT

PENGAWASAN 01 L1NGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



HAROBlNMASTOFA
BERlTADAERAHKOTAPALEMBANGTAHUN2017 NOMOR e r

Diundangkan di Palembang

pada tanggal > I lJeW411Mt2017
SEKRETARISDAERAHKOTAPALEMBANG,

~

HARNOJOYO

WALIKOTA

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal (Dekrn~r2017

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Palembang.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Pasal5

Dengan berlakunya Pcraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota
Palembang Nornor 94 Tahun 2011 tentang Kode Etik Aparat
Pengawasan eli Lingkungan Inspektorat Kota Palembang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal4

Kode Etik sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 rnenjadi pedoman

perilaku bagi auditor Inspektorat dalarn menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi
perilaku auditor Tnspektorat Kota Palembang.

Pasal 3



KODE ETIK
AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

LAMPlRAN
PERATURAI'I WALIKOTA PAl,EMBANG
NOMOR (J( TAHIIIV 9oi.:r
TENTANG KODE ETIK APARAT
PI::NGAWASAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KOlA PALEMDANG



Tombuean, Ylh :

Ketua Komlte KQde Etik MIPI.

2. KOluaKomlle ielash SojowotAAIPt.
3. Kelll(l Kornl16 PnngombnnOAn Pro({I$li MIPI.
4. Kopnlo Puabln JPA BPI(P. st)loku Dlroklur Ekaokutlr MIPI.

. ......~" .... ' .

Oemlkian ksml Sevnpolkandan alas ke~a soma sauearn. knOll uwpkon 10(lm(l

kaslh.

90111.11'1dOll9on P;lIIDI 63 Poraturan romorir"llah Ropublil< IndontJ!>ll'lNomoI At)

Tahun 2008 tontong Slstem Ponllondohan lntorn POII\~ril)tl)h bDI)wtl Kode Etik dlsucun

olel) olganiS8si I>ro(681auditor dongiln mongocu pede pedoman yang d,tolnpkan
pemerinleh. aerte denson motnlX\rholik(ln PODol Q MggolOr) Datar dan M9110ron

RUmahTQn9~a(AO/ART) ~Oll'OISl Auditor Intern romenntsh Indonollio (AAIPI), bahwo
Kl)mlte K,ode I:liio: oo,1ugsE. untek m&runllJskon aturun prll&ku dl)n ollkl.l auditor intern

ysng tertlngkum dalam Kode Etlk AAIPI.

Senubungsn del'lgan hlll tel'SOl)uL dengan Inl kami sempaixen Kode Elik AUOltor
Intern PQmOflflloh Irtdonesio yang ietan final dan Komlie Kode Etlk.

Rumusan KOde I:llk ler'tebut telat; (lllJopil(!<.an P~OD KonterenSi AAIPI (11

Kemenlerian Keuangali ~3da tllliQ:JOI 27 Agu(;lu5 2013 can lalah dllakukan penjanngan
rnasukan dan berbagai APIP !;art9 pOn'lbahQIl:ln akh,f ecee t:loggat 26 Februart 2014 di

Bukil n~gl dalam far'lgka fir'lahs<'$1oorbOOt"1Imat\ukan tersebut,

Ylh.
KOluaUmum MIl'l
Oi tempat

G Maret 2014s- 01lAAIPII3J201d
1 (SOIU) eksemplar.
Kode Etik

Nomor
Larnplren
Hal

ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
Goduog epKP LlIo!!l.1 j1JDloo Pramukil No. 33 JakIn! 13120

T!jI'M" «17') AM1~n.\I l;.n,.11I [':;$.\",.'n}IIii':\lIl)lJ.I.M ".k,I",1II (C)11)aa01()~OO



._._..
a't<ln4a·r;:--';-(i're7n·~;-;;;-J>-qmot"l n CMh 1 n\JUJU"."'''

JaksrtQ. 27 Fablusri 2014

'(omit~ Kode Elik AAIPI

AAI)ir k810. semoga I<ode Ellk Audlwn Intern Pernerff'tlah IndoneBia dapal
MenJ8dl pedoman perilkau bagl auditor datam menjalankan pro(esinya dan bagi
auditor datam Mcngavalussl pcnlaJo:uauditor dalam mendukung 11.191):>dan keg,nl3n

Aporal Pengawasan Intern Pemennlsh lndonssla s(lbagai satan sstu unser
nianajol'non pemertnl3h ysnG pantino dalarn mllwujudkan kOPOMElflf'llnhanyang
borllih duo bobaa dar! Korupsi. Kolus, dan Nopoti:lmo.

Kode Etik. Intern Pt!merlntah Indonesia rnef19l1tulmengerHI' prillalp etlks,
aturan perllll!<U eucuor Intern pernenmah balk CnlllHTloI9I:1ru:sa:si.sesame auditor

maupun r,ubungan cenqan suonan Kodo I:tlk Inler" Pt!lIlerlrlhlll Indor1eala Juga

meng~tur lenlang PelilnOQar.;1OIOflla<l~p koce etlk yang mengaklbutkan auditor
diben peringatan, dlbert'er.lIl1(1n can tt)gaa nuclt dal) atau orgunisoal

PUjl &yvkvr klta plll1j3lkon l<oPI~dL'Tuhan Yang Maha KU9P.9atss rahrnat don

hldllY{lh·Nyu. oohingga l<odA Elik Audilor Intern Pemerinlah Indonesia in, dapol
toreueun. Kodo Ellk Auditor InlQro P~HnOrJl\t<lhIndonQllin pl'ldll principnyA morupakar.

41810md:lri prlnQlp-prinlllp morl'li yong diborlokukaf\ dalem SUOll' kl)lompOk rrol(llll
yang dilotGpkon C6COrabereama, Kooo Ellk lntem P~m"rjnt(,ln InoonARIA merupnkan

ketonluon perHllkv yang horliB dipalul)I oleh sotlap morQko yong monjolonkon lugQfI

prote:s' tersebut.

KATA PENGANTAR



Standar Audit Intorn P~intah Indon.~iM

DR. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc.

Jakarta, ..... Februari 2014
Dewan Pengurus Nasional AAIPI

Ketua,

Oengan dUringl puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, saya
menyambut baik berkenaan, dengan selesainya penyusunan Kode Etik auditor Intern

Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang pada dasamya merupakan system dari prinsip

prinsip moral yang diimplemenlasikan dalam suatu organisasi Auditor Internal
Pemerintah.

Kode EUkAAIPI merupakan aturan prilaku dan etika yang harus dlpatuhi oleh
setiap rnereka yang menjalankan tugas protesi auditor Intern Pemerintah. Sungguh
merupakan suatu prestasi sendiri, bahwa penetapan kode eUk Intern Pemerintah
Indonesia (AAIPI) mengayunkan langkah pertamanya sejak didirikan pada langgal 30
November 2012 dengan susunan Dewan Pengurus Nasional (OPN) yang dikukuhkan
oleh Wakil Presiden RI pada langgal19 Desember 2012.

Aparat Penqawasan Intern Pemerintah, adalah instansi pemerintah yang
bertiak untuk mengemban tugas pengawasan Intern yang meliputi : Audit, reviu,
evaluasi, monitoring, konsultasi, assistensi dan kegialan pengawasan lalnnya, dalam

rangka memberikan nilai tambah bagi effektifitas dan effesiensi organisasi, maka
dengan adanya implementasi Kode Etik bagi para auditor yang merupakan subyek
dari penqaw asan tertentu tersebut, dipastikan akan membantu organisasilinstansi

dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good gevermence) sebagai

bagian dari tugas nasional.
Demikian sambutan saya, mengiringi sejuta harapan semoga Kode Etik Auditor Intern
Pemerintah Indonesia yang selain akan menjadi pedoman pruaku, juga menjadi
pendorong semangat dan motivasi bagi para auditor intern pemerintah Indonesia
dalam mendharmabaktikan prestasi dan hanya pengabdiannya deml kejayaan Pertiwi.

Insya Allah.

SAMBUTAN

KETUA DEWAN PENGURUS NASIONAL AAIPI

~$OSiaSl huditor !n~~~ Feoerin~ah Ir.donc$ia (~_~!Pl)-------------------------
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PENDAHULUAN
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria [abatan
fungsional koahllan dan jabalan fungsional kelrampilan rnemiiiki elika profesi yang
ditelapkan oleh organisas; profesi. EtII:a profesi adafah norma-norma atau kaidah
kaidahyang diletapkanoleh disiplin llmu pengetahuandan organisasl

profesi yang harus dipaluhi oleh pejabal fungsional di dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya.

2. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat AAIPI) d!bentuk untuk
mengemban amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2004 tentang Pembinaan ,Iiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendatian Intern Pemerintah. Pasal13 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2C04 mewajibkan organisasi profesi di
lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing.
Pasa1 S2 Peraturan Pemerintah Repyblik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008

mewajibkan AA1PI sebaqai organisnsi profesi untuk menyusun kode elik aparat
pengawasan Intern pemerintah untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan dan yang lelah memenuhi syarat kompetensi

keahtian sebagai auditor intern pemerintah.
3. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat KE-AIPI) disusun

sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan
lugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi

perilaku auditor Intem pemerintah.
4. KE-AlPI disusun dengan tujuan sebagai berikut

a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi penqawasan intern

pemerintah;
b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat

lebih linggi dibandingkan pegawat negeri sipillainnya;

KODE ETIK

AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

.?..so:s:.as:. ;"\:c;. tor In~err: ?ao=rir.Uth Indoncsi.l (J._J',.lP:)
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c. unluk mewujudkan auditor intem pemerintah terpercaya, berintegritas,

objektif, akunlabel, lransparan. dan memegang teguh rahasia, serta
memotivasi pengembangan profesl sscara berkelanjutan; dan

d. unluk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip
prinsip kerja akuntabel dan terlal<sananya pengendalian pengawasan
sehingga terwujud auditor kredibel dangan kinerja optimal dalam
pelaksanaan penqawasan.

5. KE-AIPI memiliki fungsi sebagai berikut:
8. KE-AIPI memberikan pedoman bagi setiap ang9018 AAIPI tentang prinsip

protesionalilas yang digariskan. Dengan KE-AIPI, auditor intern pemerintah
mampumengetahuisuatu hal yang boleh dilakukandan tidak boleh dilakukan.

b. KE-AIPI merupakan sarana kontro! sosial bagi masyarakal alas protesi
pengawasan intern pemerintah. KE-AiPI dapat memberikan suatu
pengetahuan I<epada masyarakal agar memahami arti penlingnya profesi
pengawasan intern pemerintah.

c. KE-AIPI mencegah campur tangan pihak di luar organisasi AAIPllentang
hubungan etika dalam I<eanggolaanprofesi pengawasan intern pemerintah.

6. KE-AIPI berlaku bagi audilor dan pejabal yang mempunyai ruang lingkup, lugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada
inslansi pemerintah, lembaga danJataupihak lain yang di daiamnya terdapat

kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peng~Y;'1sanintern merupakan kegiaian memberikan jaminan (assurance) dan

konsultasi (consulting) yang independen dan objel<tif untuk menambah nilai dan
memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi

mencapai lujuannya dengan menghasilkan pencJekatan sistematis untuk
mengevaluasi dan memprebaiki efektifitas manajemen rislko, psngendallan, dan

proses tata kelola. Pengawasan intern meliputi: audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan psngawusan lainnya, seperti: konsultasi, sosialisasi.
dan asistensi terhadap penyelengga~aan tugas dan fungsi orqanisasi.

8. Aparat Pengawasan Intern Pemerlntah(disingkat APIP) adalah instansi pemerin!ah

yang dibentuk dengan tugas rnelaksanakan psnqawasan intern di lingkungan
pemerintah pusat danJalau pemerintah dacrah, terdiri dari: Inspektorat Jenderal

Kemenlerian yang menangani Urusan Pemerintahan yang nomenklatur

Kementeriannyasecara legas oisebutkandalam Undang-UndangOasarNegara

A!lo::.iasi Au!iltOr ::-kr.er:,\ Pe::r.erintah Indonesia (MlP!)
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10. Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip
prinsip elika sebagai berikut:
a. Integritas

Integritas adalah mutu, sitat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang
utuh sehlngga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan

kewibawaan dan kejujuran.
Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan
demikisn memberikan dasar untuk kepercayaan dalsm pertimbsngsnnys.
Integritas tidak hsnya menyatakan kejujuran, namun jugs hubungsn wajar

dan keadaan yang sebenarnya.

b. Objekt!vitae
Objekttvitasadalahsikap jujur yang lidak dipengsruhipendapat dan
pertimbangan pribadi atau golongandalammengambilputusan atau tindaksn.

Aud!tor intern pemerinlahmenunjukkanobjektivitasprofesionallingkat lertinggi
datsr mengumpulkan,mengevaluasl.dan menqkomunlkasikan informas!

tentang kegialan alau prosesyang sedang diaudil. Auditor intern pemerintah

membuatpenilaian berimbangdari sernua keadaanyang relevandan tidak

PRINSIP ETIKA

Republik Indonesia Tahun 1945, Inspektoratlunit pengawasan intern pada

Kcmenterian Koordinator dan Kementerlan yang menangani Urusan

Pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program

Pemerintah; Inspe1<torat Utamallnspektorat Lembaga Pemerintah Non

Departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

Inspektoratlunlt pengawasan intern pada Kesekreialiatan Lembaga Tinggi

Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat ProvinsilKabupatenlKota, dan unit

pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan

psraturan perundang-undangan.

9. KE-AIPI meliputi dua komponen dasar, yaitu: 1) Prinsip etika yang relevan

dengan protesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan 2) Aturan
perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor

intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab protesionalnys. Aturan ini

membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan
sebagai pedoman perilaku etls bagl auditor intern pemerintah.
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dipengaruhl oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain

dalam membuat penilaian. Prinsip objaktivitas menentukan kewajiban bagi
auditor intern pemerintah untuk berterus terang. jujur secara intelektual dan
bebas dari konnlk kepentingan.

c. Kerahaslaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayekan kepada seseorang agar
tidak diearitakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.
Auditor Intarn pemerintail menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang
diterima dan tldak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat.
keeuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk
melakukannya.

d. Kompetensl

Kompelensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seseorang. bsruoa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Auditor intern pemerinlah menerapkan pengelahuan, keahlian dan

keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan
pengawasan intern.

e. Akuntabcl

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan perlanggungjawaban
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban.
Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban alas

kinerja dan tindakannYii kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Perilaku Profesional
Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ctrt, mutu, dan
kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan

kepandaian khusus untuk menjalankannya.
Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan

reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang
mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pangawasan intern

atau organisasi.

Asosiasi AU:l:C: l~tern?eQerintah Indonesia (~~?!'----------------------------
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ATURAN PERILAKU
11. Untuk menerapkan prinsip Integritas, auditor intern pemerintah wajib:

a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan. dan tanggung j&wab:
b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh

ketentuan perundang-undangan dan profesi;

c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabalan dalam bentuk apapun.

Bila gratifikasi tidak bisa dihindarl. auditor intern pemerintah waJlbmslaporkan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam
waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan
pelaporan gratifikasi.

12. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, auditor intern pemerinlah wajib:
a. TIdak berpartislpasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat

menimbulkan konfJik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat
menimbulkan prosangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat
melaksanakan lugas dan memenuhi tanggung jawab proresinva secara
objekti!;

b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau
patul diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya: dan

c. Mengungkapkan sernua fakta material yang dlketanul. yaitu takta yang jika

tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhl pengambilan
keputusan atau menutupi adanya praktlk-praktik yang melanggar hukum.

13. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan. auditor intern pemerintah wajib:
a. Berhati-hati dalarn penggunaan cianper1indunganin!ormasi yang diperoleh

dalam tugasnya; dan
b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara

apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan penundang-undangan

atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan ens.

14. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, auditor intern pemerinlah wajib:
a. Memberikan layanan yang dapat dlselesaikan sepanjang memillkl

pengelahuan, keahtian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan:

b. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit tntern Pemerin!ah

Indonesia; dan

~~O~i~3iA~dltorIr.~~rn?euerincah Indonesia (AAlP!)
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mengungkapkan semua yang dltentukan oleh peraturan perundang

undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
e. Melaksanakan tugasnya secara jujur. telitl, bertanggung jawab dan

bersungguh-sungguh;
f. Tidak menjadl bagian dan kegiatan Heg<ll atau mengikatkan diri pada

tindakan-tindeken yang mendiskredltkan prafesi auditor intern pemerintah

atau organisasi;
g. Berani dan bertanggung jawab delam mengungkapkan seluruh fakta yang

diketahuinya berdasarkan bukli audit:
h. Menghindarkan din dan kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidek obyektif dan cacat;
i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip

prinsip perilaku penqawasan;

danperundang-undangan

ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI
17. Aturan perilaku datam organisasi, auditor Intern pemerintah wajib:

a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan:
b. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan

organisasi dalam melaksanakan lugas;
d. Mengikuti perkembangan peraturan

c. Terus-rnsnerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas

pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan,
sertifikasi, maupun pengalaman karja.

15. Untuk manerapkan prinsip Akuntabel, auditor intern pemerintah wajib

menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja
dan tindakannya secara ~endiri atau kolp,ktif kepada pihak yang memiliki hak
atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

16. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor intern pemerintah wajib:
a. Tidak terlibat dalam segala aktivltas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang

menghilangkan kepercayaan kepsda profesi pengawasan intern atau
organisasi; dan

b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen

auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifal konsultasi.

A30S!A~i Aud~to: !nter~ ?e~erincah indonesia (~2Pl)----------------------
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LARANGAN
20. Auditor intern pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan panqawasan di luar ruang IIngkup yang ditetapkan dalam sural

tugas;
b. Menggunakan dataJinformasiyang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi

atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
c. Menerirna suatu pemberian darl auditan yang terkait dengan Keputusan

maupun pertimbangan profesionalnya; dan
d. Berafiliasi dengan partai politiklgolongan tertentu yang dapat mengganggu

integritas, obyektivitas. dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN
19. Dalarn hubungan dengan auditan, auditor intern pemerintah wajib:

a. Menjaga penampilanfperiormance sesuai dengan tugasnya;
b. Menjalin kerja sarna dengan saling menghargai dan mendukur.g

penyelesalan tugas; dan
c. Menghindari setiao tindakan dan perilaku yang rnembenkan kesan melanggar

hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

HUBUNGAN SESAMA AUDITOR
18. Dalam hubungan dengan sesama auditor. auditur intern pemerintah wajib:

a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
b. Men'Jmbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
c. Saling mengingatkan. membimblng. dan mengoreksi perilaku.

pengawasan.

j. BijaKsana dalarn menggunakan setiap datalinformasi yang diperoleh dalam

penugasan;

k, Menyimpan rahasia jabatan, ranasla negara, rahasia pihak yang diperiksa,

dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;

I. MelaKsanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan

m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas. dan kualitas
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PELANGGARAN
21. Pelanggaran terhadap KE-AIPI oapat mengakibatkan auditor intern pemerintah

diberi peringatan atau diberhenUkandan tugas pengawasan ':Ianlatou organisasi.

22. Tindakan yang lidak sesuai dengen KE-AIPI lidak dapat diberi toleransi

meskipun dengan alasan tlndakan tersebut dilakukan demi kepentingan
organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

23. Auditor :.1ternpemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa

karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
24. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran KE-AIPI dilangani oleh

Komita Kode Etik. Komile Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan
investigasi kepada pimpinan APIP. Pimpinan APIP harus melaporKan
pelanggaran KE-AIPI o!eh auditor intern pemerintah kepada pimpinan organisasi.

25. Untuk menegakkan KE-AIPI, Kornite Kode Etik membentuk Majelis Kode El.ik.
Majelis Kode Etik bersifal temperer, yailu hanya dibentuk apabila ada audilor

intern pemerintah yang disangka melakekan pelanggaran terhadap kode etik.
26. Keanggotaan MajeJisKode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas:

1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang $ekrctaris merangkap

Anggota, dan 3 (liga) orang Anggota. Dalam hal Anggota MaJslisKode Etik lebih
dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganli!. Jabatan dan pangkal Anggota
~aJelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang

disangka me!anggar kode eUk.
27. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa

auditor yang disangka melanggar kode slik. Keputusan Majelis Kode Etik dlarnbil

secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawaran lidak
mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para

Anggota Majelis Kode Etik.
28. Unluk mendapatkanobjeklivitas atas sangkaan pelanggaran kode etlk, di samping

dapat memanggil dan memeriksaauditor yang bersangkutan.Majeli;; Kode Elik juga
dapat mendengar kelerangsn pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan

audltor yang bersangkutandilleri kesempatanunluk membeladiri.
29. Kepulusan Majelis Kode Elik bersifal final, artinya bahwa kepulusan Majelis Kade

Elik tidak dapat diajukan keberatan dalam benluk apapun. Majelis Kode Etik waJlb

menyampalkankepulusanhasHsidangmajelis kepada Ketua Komile Kode Etik
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HARNOJOYO

SANKSI ATAS PELANGGARAN
30. Auditor intern pemerintah yang lerbukti melanggar KE-AlPI akan dikenakan

sanksi oleh plmpinan APIP atas rekomendasi dari Komile KocleEtik.
31. Bentuk-bentuk sanksi ya~g direkomendasikan oJehKornite Kode Etlk. antara lain

berupa: teguran tertulls, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak
diberi penuqasan pengawasan setama jangka waktu tertentu.

32. Pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat dlkenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

33. Pelanggaran KE-AlPI terdiri atas 3 (Iiga) kalegori pelanggaran. yaitu:
a. Pelanggaran ringan.
b. Pelanggaran sedanq, dan
c. Pelanggaran berat,

34. Keputusan pengenaan sanksi unluk auditor intern pemerintah yang disangka

melanggar kode alik berupa rekomendasi kepada instansl auditor intern

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

den Pengurus AAIPI untuk diteruskan ke instansl auditor yang bersangkutan

sebagai bahan dalam memberikan sanksl kspada audilor yang bersangkutan.

A30siasi Auditor Inle:n Pe~rintah Indonesia (AA12Il




